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ABSTRAK

Pembentukan Perda yang mencantumkan ancaman pidana kurungan atau  denda pada prakteknya menimbulkan banyak permasalahan tersendiri baik secara konseptual maupun faktual. Banyak Perda menyimpangi sistem perumusan umum norma hukum pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyimpangan mana lepas kendali dari asas-asas hukum, kebijakan kriminalisasi dan sistem pemidanaan serta sistem perumusan sanksi pidananya. Kondisi tersebut terjadi juga di Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Perda 9/2019). Salah satunya adalah soal perumusan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan  tindak pidana (kriminalisasi). Berdasarkan uraian permasalahan di atas timbul persoalan : apa yang melatarbelakangi, kriteria apa yang digunakan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam melakukan kriminalisasi suatu perbuatan, dan bagaimana kriteria yang digunakan tersebut ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan dua tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan sebagai data utama dan penelitian lapangan sebagai data penunjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah tidak ada latar belakang Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam melakukan kriminalisasi suatu perbuatan pada Perda 9/2019. Dikaji dari kebijakan kriminal (criminal policy) kriminalisasi yang dilakukan dalam Perda tersebut, terdapat banyak hal yang dapat dipertanyakan terkait rasionalitas dan fungsionalitas kebijakan kriminal (criminal policy) nya. Ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (value judgment approach) terdapat beberapa ketentuan yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak yang mendasar dan tidak memenuhi persyaratan pembatasan hak asasi sebagaimana diatur dalam Siracusa Principle. Perda tersebut pun hanya memuat satu kriteria kriminalisasi yakni kriteria kebijakan yang tersimpul pandangan teori detterence/relatif. Teori detterence/ relatif tersebut kurang sempurna dari perspektif pembaharuan hukum pidana yang memuat teori integratif dan lebih mengedepankan perlindungan masyarakat daripada perlindungan individu terpidana. Selain itu Perda 9/2019  tidak menempatkan sanksi pidana sebagai Ultimum Remedium. Ini ditunjukkan dengan ketiadaan penjelasan apapun dalam Perda yang menyatakan dengan tegas sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
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ABSTRACT

The formation of a local regulation that includes the threat of imprisonment or a fine in practice raises many problems of its own, both conceptually and factually. Many local regulations deviate from the general formulation system of criminal law norms and the formulation of the threat of criminal sanctions as stipulated in the general provisions of criminal law in Book I of the Criminal Code (KUHP). Where deviations are out of control from legal principles, criminalization policies, and the criminal system as well as the system for formulating criminal sanctions. This condition also occurs in the Bandung City Local Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order, Peace, and Community Protection (Perda 9/2019). One of them is a matter of formulating what actions should be made into criminal acts (criminalization). Based on the description of the problems above, problems arise: what is the background, what criteria are used by the Bandung City Government in criminalizing an act, and how are the criteria used are viewed from the perspective of criminal law reform.
The research method used is by using descriptive-analytical specifications with a normative juridical approach which is carried out in two stages of research, namely library research as the main data and field research as supporting data. The data obtained were then analyzed qualitatively juridically.
The conclusion obtained from the research conducted is that there is no background of the Bandung City Government in criminalizing an act in Perda 9/2019. Judging from the criminal policy of criminalization carried out in the Local Regulation, many things can be questioned regarding the rationality and functionality of the criminal policy. From the value judgment approach, several provisions are strongly suspected to limit/reduce basic rights and do not meet the requirements for limiting human rights as stipulated in the Siracusa Principle. The regulation also only contains one criterion for criminalization, namely policy criteria which are concluded from the view of deterrence/relative theory. The deterrence/relative theory is less than perfect from the perspective of criminal law reform which contains integrative theory and prioritizes community protection rather than the protection of individual convicts. In addition, Perda 9/2019 does not place criminal sanctions as the Ultimum Remedium. This is indicated by the absence of any explanation in the Perda which explicitly states criminal sanctions as the ultimum remedium.
Keywords: Criminalization, Criminalization Policy, Criminalization Criteria, Criminal Law Reform, Ultimum Remedium
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